
  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR U0 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 97 TAHUN 2018 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Partai Politik, dalam hal terjadi 

perolehan partai politik, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilu maka 

dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai 

politik, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Pohuwato Nomor 97 Tahun 2018 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019. 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851), 

Ym 
  

  

  
or Yag. Kuku 

SY      



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4269), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679, 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322): 
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Menetapkan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4972) sebagaimana telah beberapakali 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6177), 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan 

Tata tertib Administrasi Pengajuan, Peyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2017 

Nomor 198). 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2018 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

TAHUN 2019. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Pohuwato Nomor 97 Tahun 2018 

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019 (Berita Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 97) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Sumber dana Bantuan Keuangan Partai Politik dialokasikan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato 

dalam bentuk bantuan keuangan Partai Politik: 

(2) Besaran alokasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar 

Rp.775.884.375,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus 

delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 
pada tanggal, 26 Agustw 2019    

Diundangkan di Marisa 

Agustus 2019 

AH KABUPATEN POHUWATO, 

Ph 

pada tanggal 

SEKRETAR 
     

   
BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 40 

PARAF KOORDINASI 

 


